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ABSTRAK

ALPHA AKBAR RADYTIA, 1863002121
MANAJEMEN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA PADA TAHUN 2018 DI SEKSI PIUTANG NEGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
JAKARTA III.
127 Halaman, 5 bab, iv, 13 tabel, 7 gambar, 20 lampiran
Daftar Pustaka: 47 buku dan peraturan, 5 artikel, lain-lain
(1988-2018)

Tujuan penelitian untuk mengetahui tentang Manajemen Penerimaan Negara
Bukan Pajak Pengurusan Piutang Negara pada tahun 2018 di Seksi Piutang Negara,
KPKNL Jakarta III.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang meliputi empat aspek
yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Teknik
pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
1) Perencanaan PNBP Pengurusan Piutang Negara sudah sesuai peraturan yang

berlaku, namun belum dilaksanakan dengan optimal baik dari segi sumberdaya
manusia, BKPN dan anggaran dalam usaha mencapai target Piutang Negara dan
PNBP Pengurusan Piutang Negara.

2) Pengelolaan PNBP Pengurusan Piutang Negara telah dilaksanakan cukup baik dari
aspek sumber daya manusia, BKPN dan anggaran.

3) Pelaksanaan penagihan Piutang Negara baik dari aspek sumber daya manusia,
BKPN dan anggaran belum optimal hal ini dikarenakan target penyelesaian BKPN
dan target PNBP tidak tercapai.

4) Pengawasan penagihan Piutang Negara dan PNBP Pengurusan Piutang Negara
telah dilakukan cukup baik, baik dari aspek sumber daya manusia, BKPN dan
anggaran.

Untuk itu disarankan agar manajemen penagihan Piutang Negara dan PNBP
Pengurusan Piutang Negara dapat lebih optimal dan memenuhi target yang ditetapkan
dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku baik dari segi sumberdaya
manusia, berkas kasus piutang negarta, masupun dukungan anggarannya.

Kata Kunci: Manajemen, Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan
Pengawasan, Sumberdaya Manusia, BKPN, Anggaran
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ABSTRACT

The research objective is to study the Management of Non-Tax Revenue
Management of State Receivables in 2018 in the State Receivables Section, KPKNL
Jakarta III.
This study uses descriptive qualitative methods, which discuss aspects of planning,
organizing, actuating, and controlling. Data transfer techniques through interviews
and document review.
The results showed that:
1) Planning PNBP Management of State Receivables is in accordance with applicable

regulations, has not been well approved in terms of human resources, BKPN
and budget in an effort to achieve the target of State Receivables and PNBP
Management of State Receivables.

2) Management of PNBP Management of State Receivables has implemented quite
well from human resources, BKPN and the budget.

3) The actuation of the collection of State Receivables from human resources,
BKPN and the budget has not been optimal.

4) Control of the collection of State Receivables and PNBP The handling of State
Receivables has been carried out well, both from human resources, BKPN and the
budget.

For this reason, it was agreed that the management of the collection of State
Receivables and PNBP in the Management of State Receivables could be more
optimal and meet the targets set by taking into account the applicable regulations both
in terms of Human Resources, reporting of state receivables, and even budget
support.

Keywords: Management, Planning, Organizing, Actuating, and Controlling, Human
Resources, BKPN, Budget
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BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 240 Tahun 2016 tentang

Pengurusan Piutang Negara disebutkan bahwa “Piutang Negara adalah jumlah uang

yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab

apapun”. Sesuai PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Cara

Kementerian Keuangan dan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun

2015-2019 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor

466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2015-

2019 disebutkan Visi Kementerian Keuangan adalah: Kami akan menjadi penggerak

utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21. Sedangkan,

Pengurusan Piutang Negara merupakan salah satu program kerja Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara (DJKN) yang merupakan unit eselon 1 (satu) di lingkungan

Kementerian Keuangan.

DJKN sendiri mempunyai 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN dan

72 (tujuh puluh dua) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Berdasarkan pasal 30 PMK Nomor: 170/PMK.01/2012 tugas pokok KPKNL

adalah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan Negara,

penilaian, piutang negara dan lelang.
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Pengurusan Piutang Negara di KPKNL Jakarta III, DJKN, Kementerian Keuangan Republik

Indonesia dilakukan oleh Seksi Piutang Negara, dimana setiap penyerahan Piutang Negara

yang dapat diproses dinamakan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dan setiap BKPN

yang diurus oleh KPKNL Jakarta III dikenakan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang

Negara (Biad PPN) yang besarnya ditetapkan oleh undang-undang sebagai Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dengan adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kebijakan yang telah

dilakukan diharapkan KPKNL Jakarta III dapat menyelesaikan target Pengurusan Piutang

Negara yang telah ditetapkan. Setiap tahunnya, KPKNL Jakarta III mempunyai target

Pengurusan Piutang Negara yang ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN berupa Piutang

Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) dan salah satu targetnya adalah Biad PPN. Sedangkan,

PNBP Pengurusan Piutang Negara khususnya berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

kedinasan dan non bendahara dengan Tuntutan Perbendaharaan.

Adapun dalam melaksanakan manajemen Biad PPN yang merupakan PNBP Pengurusan

Piutang Negara, Seksi Piutang Negara KPKNL Jakarta telah melaksanakan proses

manajemen PNBP berupa:

a. Proses Perencanaan: Dalam tahapan proses perencanaan PNBP Pengurusan Piutang

Negara diketahui bahwa target PNBP Pengurusan Piutang Negara setiap tahunnya

ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN termasuk PNBP Pengurusan Piutang Negara tahun

2018 dengan memperhitungkan potensi BKPN yang ada di KPKNL masing-masing,

selanjutnya setelah melalui pembahasan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kantor
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Pusat DJKN dengan mengundang seluruh Kepala Kantor Wilayah DJKN dan Kepala

KPKNL DJKN seluruh Indonesia akan ditetapkan target PNBP Pengurusan Piutang

Negara  secara nasional yang akan dibreakdown ke seluruh kanwil DJKN dan nantinya

Kanwil DJKN akan membagi target tersebut ke seluruh KPKNL yang befrada dalam

wilayah kerjanya.

b. Proses Pengorganisasian: Pada tahap ini, setelah masing-masing KPKNL menerima target

PNBP Pengurusan Piutang Negara maka KPKNL melalui Seksi Piutang Negara akan

menerapkan strategi-strategi dalam mengoptimalkan penagihan PNBP Pengurusan

Piutang Negara antara lain dengan melakukan pemanggilan terhadap debitur,

melaksanakan kunjungan lapangan, pemanggilan debitur melalui media massa hingga

Pencegahan Bepergian Keluar Negeri terhadap debitur dengan nilai hutang diatas 500 juta

rupiah serta Penyitaan Barang Jaminan apabila debitur menjaminkan asetnya untuk

melunasi hutangnya kepada Negara. Sedangkan, Seksi Hukum dan Informasi khususnya

melalui Bendahara Penerima bertugas melakukan pencatatan, penerimaan dan

pembayaran PNBP Pengurusan Piutang Negara dan setiap pembayaran hutang debitur

akan dicatat oleh Bendahara  Penerima KPKNL Jakarta III yang akan dibagi secara

proporsional besaran hutang yang dbayarkan berupa hak kreditur dan hak tagih untuk

Negara yaitu PNBP Pengurusan Piutang Negara berupa sesuai peraturan yang berlaku.

c. Proses Penggerakan: Pada tahap ini, Kantor Pusat DJKN melakukan monitoring secara

berkala terkait penagihan PNBP Pengurusan Piutang Negara ke seluruh jajaran Kanwil

dan KPKNL. Dalam monitoring tersebut dapat diketahui kendala dan hambatan apa saja
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yang terdapat di masing-masing KPKNL untuk ditemukan solusi guna mengatasi

permasalahan yang ada dalam proses manajemen PNBP Pengurusan Piutang Negara agar

kinerja KPKNL lebih optimal dalam melaksanakan Pengurusan Piutang Negara.

d. Proses Pengawasan: Pada tahap ini, Kantor Pusat DJKN akan diaudit oleh BPK RI terkait

manajemen PNBP Pengurusan Piutang Negara mulai dari penagihan PNBP Pengurusan

Piutang Negara sampai penyaluran PNBP Pengurusan Piutang Negara yang telah tertagih

apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga didapat bahwa manajemen

PNBP Pengurusan Piutang Negara telah dilakukan dengan baik dan benar.

Sedangkan dalam kurun waktu 2016-2018, persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan

Pajak dari hasil Pengurusan Piutang Negara pada seksi piutang negara KPKNL Jakarta III

terhadap target yang ditetapkan selalu berubah-ubah atau fluktuatif, sebagaimana

digambarkan pada tabel 2, pada tahun 2016, target Biad PPN ditetapkan sebesar 680 juta

rupiah dengan realisasi sebesar 289,76 juta rupiah atau 42, 61 dari target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017, target Biad PPN ditetapkan sebesar 1,394 miliar rupiah dengan realisasi

sebesar 1,431 miliar rupiah atau 102,66% dari target yang ditetapkan. Adapun pada tahun

2018, target Biad PPN ditetapkan sebesar 2,008 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 1,057

miliar rupiah atau 52,65% dari target yang ditetapkan.
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Tabel 1

Persentase Realisasi PNBP tahun 2016-2018
Di KPKNL Jakarta III

No Tahun Target Biad PPN

(dalam rupiah)

Realisasi Biad PPN

(dalam rupiah)

Persentase

1. 2016 680.000.000,00 289.764.634,00 42,61%

2. 2017 1.394.377.293,00 1.431.467.731,00 102,66%

3. 2018 2.008.628.000,87 1.057.552.964,00 52,65%

Sumber : Seksi Hukum dan Informasi, KPKNL Jakarta III

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tahun 2018 target Biad PPN tidak tercapai,

sebagaimana digambarkan pada tabel 3 dimana terdapat rincian pembayaran Biad PPN

perbulan dimulai dari Januari sampai Desember tahun 2018 dimana pembayaran Biad

PPN terbesar berada di bulan Januari tahun 2018 dengan nilai pembayaran sebesar

Rp 184,854,184.00 dan pembayaran Biad PPN terkecil berada di bulan Juni tahun 2018

adalah sebesar Rp 16,151,049.00 dengan total pembayaran Biad PPN pada tahun 2018

adalah sebesar Rp 1,057,552,964.40.
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Tabel 2

Realiasi Perbulan PNBP Piutang Negara tahun 2018
di KPKNL Jakarta III

Sumber: Seksi  Hukum dan Informasi, KPKNL Jakarta III

Sementara, persentase realisasi PNBP atau Biad PPN DJKN secara nasional pada periode

tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

No Bulan Nilai (rupiah)

1 Januari 184,854,184.00

2 Februari 66,851,334.00

3 Maret 97.349,280.00

4 April 43,654,981.00

5 Mei 45,025,919.00

6 Juni 16,151,049.00

7 Juli 18,157,144.00

8 Agustus 58,461,617.00

9 September 150,081,829.00

10 Oktober 106,741,906.00

11 November 79,306,335.00

12 Desember 95,434,020.00

Total 1,057,552,964.40
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Tabel 3

Persentase Realisasi PNBP DJKN
tahun 2016-2018

No Tahun Target Biad PPN
(dalam rupiah)

Realisasi Biad PPN
(dalam rupiah)

Persentase

1. 2016 27.920.000.000,00 19.896.270.000,00 71,26%

2. 2017 27.840.000.000,00 19.648.820.000,00 70,58%

3. 2018 27.760.000.000,00 11.723.680.000,00 42,23%

Sumber : Direktorat PNKNL, Kantor Pusat DJKN

Melihat realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara yang dicapai oleh KPKNL

Jakarta III, diketahui bahwa pada tahun 2018 persentase PNBP Pengurusan Piutang

Negara hanya mencapai 52,65 % (persen). Hal tersebut perlu diteliti mengapa target

PNBP Pengurusan Piutang  Negara tahun 2018 tidak tercapai dan peneliti

mengkaitkan permasalahan tersebut dengan manajemen PNBP yang telah dilakukan

sehingga nantinya diketahui pada tahapan proses yang manakah yang belum optimal

dilaksanakan hingga tidak tercapainya target PNBP Pengurusan Piutang Negara di

tahun 2018 pada seksi piutang negara KPKNL Jakarta III.

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi di atas, maka peneliti tertarik

melakukan penelitian untuk mengetahui permasalahan manajemen terkait rendahnya

PNBP Pengurusan Piutang Negara pada tahun 2018 di Seksi Piutang Negara KPKNL

Jakarta III dengan judul: “MANAJEMEN PENERIMAAN NEGARA BUKAN

PAJAK PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PADA TAHUN 2018 DI SEKSI
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PIUTANG NEGARA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN

LELANG (KPKNL) Jakarta III.

B. Rumusan Permasalahan

Permasalahan pokok yang diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah

Manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengurusan Piutang Negara Pada

Tahun 2018 di Seksi Piutang Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL) Jakarta III?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala aktivitas yang termasuk dalam penelitian ini tidak

terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan permasalahan yang telah

peneliti rumuskan  diatas maka penelitian ini  bertujuan:

“Untuk Mengetahui Manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengurusan

Piutang Negara Pada Tahun 2018 di Seksi Piutang Negara Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III”.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai

pihak, antara lain:

1. Manfaat Dunia Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan

dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu manajemen
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keuangan negara khusnya yang terkait dengan Manajemen Penerimaan Negara Bukan

Pajak Pengurusan Piutang Negara

2. Manfaat Dunia Praktisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan sumbang saran bagi

pimpinan di Seksi Piutang Negara, KPKNL Jakarta III dalam merumuskan kebijakan

terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengurusan Piutang Negara sehingga

akan dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka melaksanakan tugas

pokok.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan dari

bahasan yang diteliti yaitu:

1. Perencanaan PNBP Pengurusan Piutang Negara tahun 2018

Dalam melakukan penagihan Piutang Negara dan PNBP Pengurusan

Piutang Negara tahun 2018 untuk aspek perencanaan di Seksi Piutang Negara

KPKNL Jakarta III tahun 2018 belum dilaksanakan dengan optimal  baik dari segi

sumber daya manusia, BKPN dan anggaran dalam usaha mencapai target Piutang

Negara dan PNBP Pengurusan Piutang Negara tahun 2018. Adapun salah satu

penyebab tidak optimal adalah karena terdapat item anggaran yang tidak cukup untuk

membiayai kegiatan.

2. Pengorganisasian PNBP Pengurusan Piutang Negara tahun 2018

Dalam melakukan penagihan Piutang Negara dan PNBP Pengurusan Piutang

Negara tahun 2018 telah dilaksanakan pengorganisasian cukup baik dari aspek

sumber daya manusia, BKPN dan anggaran baik dari Seksi Piutang Negara.

3. Pelaksanaan PNBP Pengurusan Piutang Negara tahun 2018

Dalam melakukan penagihan Piutang Negara dan PNBP Pengurusan Piutang

Negara tahun 2018 pelaksanaan PNBP Pengurusan Piutang Negara tahun 2018 baik

dari aspek sumber daya manusia, BKPN dan anggaran belum optimal hal ini
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dikarenakan target penyelesaian BKPN dan target PNBP Pengurusan Piutang Negara

tahun 2018 tidak tercapai. Adapun salah satu kendalanya adalah anggaran kegiatan

tidak terserap dikarenakan pemetaan BKPN prioritas yang kurang optimal.

4. Pengawasan PNBP Pengurusan Piutang Negara tahun 2018

Dalam melakukan penagihan Piutang Negara dan PNBP Pengurusan

Piutang Negara tahun 2018 telah dilakukan pengawasan cukup baik dari aspek

sumber daya manusia, BKPN dan anggaran baik dari Seksi Piutang Negara.

B. SARAN

Berdasarkan telaah dokumen dan hasil wawancara sebagai saran demi

kemajuan di KPKNL Jakarta III terutama di Seksi Piutang Negara dengan Seksi

Hukum dan Informasi:

1. Perencanaan PNBP Pengurusan Piutang Negara tahun 2018

Perencanaan dari aspek sumber daya manusia, BKPN dan anggaran baik dari

Seksi Piutang Negara maupun Seksi Hukum dan Informasi sebaiknya perlu mendapat

perhatian lebih agar penagihan Piutang Negara dan PNBP Pengurusan Piutang

Negara dapat lebih optimal misalnya diadakan focus group discuss (fgd) dalam

perencanaan setiap aspek tersebut. Selain itu perlu disusun secara tertulis daftar

pekerjaan apa yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pegawai agar

pengelolaan BKPN dan penyerapan anggaran lebih baik lagi.

2. Pengorganisasian PNBP Pengurusan Piutang Negara tahun 2018
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Perlunya perhatian yang lebih terhadap pengorganisasian dari aspek sumber

daya manusia, BKPN dan anggaran baik dari Seksi Piutang Negara karena dengan

pengorganisasian yang baik pekerjaan akan lebih terarah sehingga dapat mencapai

tujuan yang diharapkan. Hal tersebut dapat berupa kegiatan monitoring harian,

mingguan bahkan bulanan untuk setiap aspek yang ada. Selain itu, dengan adanya

penambahan kotak penyimpanan BKPN dan pembagian jadwal dinas dalam

menentukan anggaran agar penagihan Piutang Negara dan PNBP Pengurusan

Piutang Negara yang lebih efektif.

3. Pelaksanaan PNBP Pengurusan Piutang Negara tahun 2018

Diperlukan pelaksanaan yang lebih baik dalam mengelola Piutang Negara dan

PNBP Pengurusan Piutang Negara dari aspek sumber daya manusia, BKPN dan

anggaran baik dari Seksi Piutang Negara. Hal tersebut dapat berupa peningkatan

pemgetahuan sumber daya manusia melalui diklat dan pelatihan yang terkait tugas

pokok dan fungsi di bidang Piutang Negara, pencarian informasi keberadaan debitor

kepada pihak-pihak yang berwenang dan pemetaan anggaran untuk setiap aspek

kegiatan serta pengarahan yang lebih intens dari atasan langsung terkait pekerjaan

pegawai di Seksi Piutang Negara maupun Seksi Hukum dan Informasi.

4. Pengawasan PNBP Pengurusan Piutang Negara tahun 2018

Diperlukan pengawasan yang lebih baik dalam mengelola Piutang Negara

dan PNBP Pengurusan Piutang Negara dari aspek sumber daya manusia, BKPN dan

anggaran baik dari Seksi Piutang Negara. Hal tersebut dapat berupa pemantauan dari
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pihak eksternal mengenai pelaksanaan setiap aspek dan pemantauan internal merupa

monitoring dan evaluasi rutin di Seksi Piutang Negara. Selain itu, perlunya alat

kontrol dalam  pelaksanaan dinas  yang lebih efektif di Seksi Piutang Negara dan

pengawasan pembayaran penagihan Piutang Negara serta PNBP Pengurusan Piutang

Negara yang lebih baik agar memenuhi SOP yang berlaku.
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